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BUPATI BARITO TII}IT'R,

PROVINSI XALIMAITTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

noruoR t TAIru[ zo,:g
TTNTANG

TAI}IBATIAIT PTITGHASILAII BAGI PEGAWAI NTGERI SIPIL

DENGAN RAIIMAT TUHAI{ YANG MA}IA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

: a-. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Timur perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas

dan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito

Timur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);



4.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaatrt Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A71 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 54941;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

5.

6.

7.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan danN kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2}rc tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipit (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol1 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

Nomor t2l, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5258);

Peratrrran Pemerintah Nomor L8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor lI4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371

Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2OLT tentang

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6Oa1);

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

15.



16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 8Ol;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun

20ll tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun zOLt

tentang Pedoman Penataan T\rnjangan Kinerja

Pegawai Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor

a83);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kine{a dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor fia2l1,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

20361sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

t7.

18.

19.

2t.

22.

20.

23.



24.

25.

26.

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2A18 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 4l Tahun 2Ol8

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagt Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12731;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5

Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Timur Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun

2Ol4 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

1e);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2A16 Nomor

31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Timur Nomor 28).

MTMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEITTANG TAMBAIIAIT
PENGHASILAIT BAGI PEGAI[TAI ilIGERI SIPIL.

BAB I
KETEilTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

Daerah Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang;

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja yang diangkat oleh Peiabat Kepegawaian dan diserahi tugas Negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah

Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Timur;

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungiawab,

wewenang dan hak seorang pegawai;

1 1. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;

72. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak seor€mg Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian danlatau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;



14. Perjanjian Beban Kerja atau disebut Kontrak Beban Kerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggr atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang

disertai dengan indikator kinerja;

15. Sasaran (targeQ adalah hasil yury diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang

dilaksanakan;

16. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah

penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan

kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah;

17. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok

dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik

maupun pelayanan aparatur;

18. Hadir ke{a adalah keadaan masuk keqa pada hari ke{a dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang

diketahui oleh atasan;

19. Terlambat masuk ke{a adalah dating tidak tepat waktu atau lewat dari

waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan;

20. T\rgas adalah tugas utama yang merupakan penjabarar langsung dari

tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang

tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit
kerja;

21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan

ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang

ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

a. meningkatkan disiplin pegawai;

b. meningkatkan kinerja pegawai;



c. meningkatkan kwalitas pelayanan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III
JTNIS DA"IT PEITERIMA TPP

Pasal 3

(U Jenis TPP terdiri dari :

a. TPP berdasarkan beban kerja;

b. TPP berdasarkan resiko kerja/kelangkaan profesi.

(21 TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan :

a. nilai kehadiran (absensi); dan

b. nilai aktivitas.

Pasal 4

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat

(1) huruf a, diberikan kepada PNS yang terdiri dari :

a. Pejabat Struktural,

b. Jabatan Fungsional Umum; dan

c. Jabatan Fungsional Teknis.

(2) Dokter Hewan, Dokter, Dokter Spesialis dan PNS pada Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan jaringannya diberikan tunjangan

kinerja berdasarkan kelangkaan profesi.

(3) Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat

Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP), atau yang sederajat yang tidak mendapat

tunjangan sertifikasi, diberikan tunjangan kinerja berdasarkan resiko

kerj a/ kelangkaan profe si.

(4) Untuk TPP berdasarkan resiko kerja/kelangkaan profesi yal<ni Dokter,

Dokter GiS, dan Dokter Spesialis, kriteria TPP diberikan berdasarkan

beban kerja yang bersifat dinamis dan berdasarkan kelangkaan profesi

yang bersif,at statis.

(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak diberikan kepada:

a. PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, yakni Para Guru yang mengajar di
sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-
Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP), atau yang sederajat yang telah mendapat tunjangan
sertifikasi;

b. CPNS tidak diberikan TPP;

c. Pegawai yang berstatus terpidana;

d. Pegawai yang mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, tidak
diberikan TPP selama 2 (dua) tahun;

e. Pegawai yang diberhentikan sementara;

f. Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;

g. Pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan pada instansi
Pemerintah Daerah;

h. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar
Pemerintah Daerah;

i. Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;

j. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara, Cuti
Besar, serta Cuti Melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;

k. Pegawai yang sedang melaksanakan T\rgas Belqiar;

1. Pegawai yang tugas belajarnya sudah habis tapi tidak melaporkan
diri.

m. Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama 7 (tqjuh) hari
dalam 1 (satu) bulan.

n. PNS yang melaksanakan cuti Tahunan.

BAB tV

BESARAN DAIT TATA CARA PERHITUIYGAN TPP

Pasal 6

(1) Besaran TPP diberikan berdasarkan harga jabatan pada setiap

grade/kelas jabatan setiap PNS sesuai dengan hasil evaluasi jabatan.

(2) Grade/kelas jabatan setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja pada setiap unsurnya di perhitungkan

sebagai berikut :

a. Nilai Kehadiran (absensi) diberikan sebesar 30 o/o (Tiga puluh persen)

dari harga jabatan tetap; dan

b. Nilai Aktifitas diberikan sebesar 7Oo/o (Tujuh puluh persen) dari harga

jabatan tetap.

Pasal 8

(1) Grade/Kelas jabatan dan nilai rata-rata. jabatan berdasarkan beban

kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagran tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(21 Indeks Harga Jabatan dan besaran tunjangan kinerja ditetapkan

dengan keputusan bupati.

Pasal 9
(1) TPP berdasarkan beban kerja yang diterima PNS dihitung berdasarkan:

a. Nilai Kehadiran ; dan

b. Nilai aktilitas.

{21 TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diinput secara manual sebagaimana format laporan kinerja.

Pasal 10

Nilai Kehadiran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a,

diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

No. Indlkator Pengurangan
Persen

1. Terlarnbat sarnpai 15 (lirna belas)
rnenit

1

2. Terlarnba-t lebih dari 15 (lirna- belas)
rnenit sarnpai dengan 1 (satu) jarn

1,5

3. Terlarnbat lebih dari 1 (safii) rnenit
sarnpai dengan 2 (dua.) jarn

2

4. Terlarnbat lebih dari 2 (duaj ja-rn 3



endatr5. Kepulangan rn

6. Tidak ha.dir kerja
yanag sa.tr

7. Ijin tidak hadi
keterangan ya-n

persetujrra.ra a.ta-san

a. Ijin tidak hadi
keterangan yang s€

dala.rn satu bula
persetrljr'ran atasan

9. Tidak ha"dir kerja
yang sah karena I

3 hari
10. Tidak ha"dir kerja

keterangan dokter

11. Tidak hadir kerja
hari sarnpai der
bersa.lin, dan (

penting

sal:

saki

kare

ia kare
errgan

cuti

ului jarn kerja 1r5

tanpa keterangan 5

r kerja dengan
g sah tanpa
langsung

5

r kerja- dengan
rJ: (rnaksirnal 3 hari
n) dan rnendapat
langsung

3

dengan keterangan
lkit sarnpai dengan

2

rerra- sakit dengan
aksirnal 14 hari

1

arena cuti sakit 15

an L79 hari, cuti
ti karena- aLa"sa.n

o,5

(1)

{2t

(3)

(4)

Pasal 1 1

PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan

dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya

dihitung sebagai hari masuk kerja.

PNS yang melaksanakan tugas luar pada jam keda dan tidak

melaksanakan absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

setiap Perangkat daerah mempersiapkan/menyediakan perangkat

kehadiran elektronik/ mesin absensi elektronik;

Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja

Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi

elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena error

system/error perangkat atau karena listrik mati maka metode

penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara

manual.



(1)

(5) Dalam hal perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik

tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21, maka Kepala PD terkait membuat Berita Acara

Kerusakan atau tidak dapat dioperasionalkannya mesin absensi

elektronik dan melampirkan Daftar Hadir Pegawai secara terfulis

(manual) sebagai bukti pendukung pembayaran TPP.

Pasal 12

Nilai Aktifitas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b,

ditentukan berdasarkan laporan kinerja harian PNS dalam

melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari

kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah menit aktilitas dalam satu hari tidak melebihi (Senin- Kamis)

tidak melebihi 360 menit (6 jarn).

b. Jumlah menit aktifitas dalam satu hari (Jumat) tidak melebihi 24O

menit (4 jam).

c. Aktifitas diluar jam keqa tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai

aktifitas.

d. Aktifitas yang bersif,at rutin dan dilaksanakan diluar jam kerja dapat

dikonversi menjadi aktifi tas harian.

e. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan

dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung

sebagai aktivitas harian.

f. PNS yang melaksanakan aktifitas atau kegiatan diluar tugas pokok

tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari pemerintah daerah

dihitung sebagai aktifitas harian.

g. Pengisian laporan kinerja harian secara manual paling lambat 7

(tujuh) hari setelah aktifitas dilaksanakan dan 5 (lima) hari untuk
aktifitas yang dilaksanakan pada 2 (dua) hari terakhir pada setiap

akhir bulan berjalan.

Nilai Aktivitas dihitung dengan Rumusan Jumlah Menit Aktivitas 1

(satu) bulan dibagi Jumlah Menit kerja Efektif 1 (satu) bulan dikali 1O0

(seratus)

NA= X10O

Laporan Kinerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

divalidasi oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai dan

disampaikan kepada bagian kepegawaian masing-masing perangkat

daerah paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.

(21

(3)



(s)

(4) Apabila atasan langsung sebagai pejabat penilai tidak dapat atau

berhalangan untuk melakukan validasi laporan kinerja PNS dengan

alasan tertentu, maka tugas validasi laporan kinerja harian dilakukan

oleh atasan langsung pejabat penilai.

Apabila validasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan

mengakibatkan kelebihan bayar TPP maka atasan langsung wqiib

membuat berita acara besarnya kelebihan bayar dan paling lambat

tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya harus lunas membayar kelebihan

tersebut dan tidak diangsur oleh penerima.

Selama melaksanakan perjalanan dinas, penugasan atau undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang dihitung

sebagai aktifitas harian adalah kegiatan utama dari perjalanan dinas,

penugasan atau undangan tersebut.

Aktilitas harian PNS dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan

dengan Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Perangkat

Daerah atau Surat Ttrgas Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PEI{GURAITGAIT DAIT PENGIIAPUSAIT TPP

Pasal 13

PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus atau magang

yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP

diberikan sebesar 8Oo/o ( delapan puluh persen).

Pasal 14

(l)Terhadap PNS yang diperbantukan di luar instansi pemerintah

daerah tidak dapat diberikan tambahan penghasilan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

instansi yang ditempati belum ada tambahan penghasilan danlatau

penugasan oleh pejabat yang berwenang, maka segala hak PNS atas

penugasan tersebut masih melekat pada PD tempat asal yang

bersangkutan;

(3) Tarnbahan penghasilan bagi PNS yanrg diperbantukan
diluar instansi pernerintah daerah hanya berupa
tarnbahan pengtrasilan berdasarka.n beban kerja atan-r

bobot (poin/ grade/ kelas) jabata.n sta-tis.

(6)

(7)



tr)

Pasal 15

Terhada.p PNS yang rnengalarni perubaha.n jabatan

dan/atatr perubahan status kepegawaian lainnya dalarn

rangka rnenjalankan rnutasi, promosi, maka pernbayaran

TPP oletr Pera-ngkat Daerah didasarkan pada tanggal

efektif yang tercantqrn datarn sgrat perintah
rnelaksanakan trrgas.

(21 Apabila tanggal efektif sebagairnana dirnaksud pada. ayat
(1) tercantrrrn :

a. sebelurn tanggal 15 (lirna belas), rnaka. pernbayaran
TPP dilaksanakan oleh perangkat daerah yang barr;

b. rnulai tanggal 15 (lima belas), rnaka pernbayarart TPP

dilaksanakan oleh perangkat daerah yang la:na-
(3) Elesaran TPP PNS yalag rnengalarni perr.rba.han jabatan

dan/ atav perrbahan stattrs kepegawaian adalah hasil
penggabungan jabatan dan/atam statrrs kepegawaian

larna dan baru.

Pasal 16

Pengurangan dan penghapusan pembayaran

Perangkat Daerah masing-masing sesuai

aplikasi laporan kinerja secara manual.

TPP wajib dilaksanakan oleh

dengan perhitungan dalam

(1)

t2)

BAB VI

PTITGELOLITAIT DAI{ PEITGINPUTAIT DATA

Pasal 17

Pengelolaan data TPP pada Perangkat daerah dilakukan oleh

sa-trra-n /unit kerja. yang rnerrangani urrrsan kepegawaian.

Kepala PD selakrr Pejabat Penanggungiawab rnenr-rnjuk

petugas operator aplika.si rekarn ketra"diran elektronik
dan pengadrninistrasian TPP sesrrai kebutrrhan.
Operator aplikasi perangka"t kehadiran elektronik/rnesin
absensi elektronik pada perangkat daerah bertugas u.rrtuk :

(3)



(41

a.. rnenghirnpun dan rrlengarsipkan selrrrrh jenis sr.rrat

izitl, surat cuti, surra-t perinta-h tugas da.n dokrrrnen

lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek

beban kerja dan aspek rnobilitas pegawai;

b. rrrenJrusun rekapitulasi hasil input perangka-t

kehadiran elektronik/ rnesin absensi elektronik sehingga

diperoleh validitas da"ta jtrrnlah pencapaian aspek

beban kerja yang dihasilkan dari system aplikasi TPP;

c. rnenghitung data kehadiran selumh pegawai secara

final untuk kernuclia.n disarnpaikan kepa.da- petuga-s

Pengadrninistrasi TPP seba"gai ba.ha.n kornpilasi dan
perbandingan dengan otrtput capa-ian a-spek beba'n

kerja dan capaian kinerja serta aspek rnobilitas pegawai

yang dihasilkan dari systern aplikasi TPP;

d. rnengkonfirrnasi pegawai yang tidak rnelakukan rekarn
kehadiran rnela.lui pera"ngkat kehadiran elektronik/
rnesin absensi elektronik karena ala-san kedina-san-

e. rnelakukan koordinasi dengan sa-trra.n/r-rnit kerja-

perangkat daerah yarrg bertanggrrngjawab dalarn

rnengelola server sistern aplikasi TPP Ka.bupaten terka-it

perrrrasalahan tekn is.

Pengadrninistrasi TPP pa.da. Perangkat Daerah bertugas:
a,. rnenerirrra. rekapitulasi da.ta. kehadiranr pegawai serta-

dokurnen pendukung denga.n rnernbuat tanda terirna
penyerahan la-poran sebagai dasar perhitungal:r

instnrrnent aspek beban kerja;
b. rnenga.lrbil data laporan ketradiran pegawai dari peftrga-s

operator alatrlrnesin rekarn kehadiran elektronik
sebagai dasar perhitungarr aspek beban kerja., a-spek

kinerja dan rnobilitas pegawai;

c. rnerrJnrsun rekapit.ulasi perhiturrgan akhir ca.paian

aspek beban kerja, aspek kinerja. dan rnobilitas pegawa-i

berdasarkan outpr.rt dari sistern a.plikasi TPP yang telah
final untuk disatrkan Pejabat Penanggungiawab/Kepala
Perangkat Daerah.

d. menyarnpaikan rekapitulasi perhiturngan tunjangan
beba.n kerja-, capaian kinerja dan rnobilitas beserta.

larnpiran dan btrkti pendukung lainnya yang telah
disahkan oleh Penanggungiawab / Kepala Perangkat Daerah



kepada_ EBendatrara. Pengelura.ra.n untr,rk pengajtran

Surat Perrnintaana Pernbayaran Langsurng (SPP-LS) dan

Surat Perintatr Membayar Langsung (SPM-LS).

Pasal 18

(1) Setiap PNS wajib rnelakukan rekarn kehadiran pada mesin

perangkat kehadiran elektronik/rnesin absensi elektronik
serta- rnela.ksa-nakan absensi ha.rian sebagai dasar
penghitungan TPP.

(2) Setiap PNS wajib rnelakr-rkan inprlt data laporan kerja

t:arian / laporan aktivitas harian secara manual;

(3) Laporan kerja har:raa/Laporan aktivitas harian PNS

sebagainf.ana dirnaksud pada aya-t (21 direview, dikoreksi
serta disetujr-ri olekr atasan langsung sebagai Pejabat

Penilai pada aplikasi TPP urrtuk penilaian dan bersifat

final;
(5) Penilaian a-ta"s la.pora.n kerja t:arian/laporan aktivitas

haria-n Pejabat Eselon II dilakukan oletr Sekretaris Daerah;

(6) Penilaian a-tas la.pora.n kerja- t::ariarr/la-poran aktivita.s

haria.n Sekretaris Daerah dilakukan secara SefAssesr''lcerl.:t.

BAB VII
MEKANISMT PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) TPP dibayar sebanyak 12 (dua belas) kati setiap tahun dan dapat

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

(2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan paling lambat setiap tanggal

sepuluh pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat

diqjukan pada bulan berjalan.

(3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penanggungjawab/Kepala Perangkat Daerah mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah

Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara

Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.

b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri
dengan:



1) Daftar Perhitungan Uang TPP yang telah disahkan Pejabat
Penanggungiawab;

2) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja;

3) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel (Pagi/Sore); dan

4) Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak.

(41 Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II disahkan oleh
Sekretaris Daerah.

(5) Daftar perhitungan uang TPP untuk Jabatan Fungsional Umum,

Jabatan Fungsional Tertentu, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon III
disahkan oleh Pejabat Penanggungiawab dimasing-masing Perangkat

Daerah.

(6) Format Surat Keterangan Tanggungiawab Mutlak sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf b angka 4) adalah sebagaimana tercantum

dalam L,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TIM MONITORIITG DAN EVALUASI

Pasal 2O

(1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja

dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat

yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati;

(21 Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

b. Inspektorat;

c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan

e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21



(4)

(s)

(1) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat

diwakilkan oleh siapapun.

(2) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan

presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa

tidak diberikan tambahan penghasilan PNS (TPP) untuk bulan

berkenaan (TPP wqiib disetorkan kembali ke Kas Daerah).

(3) Tenaga non PNS yang diketahui dan terbukti membantu PNS

melaksanakan presensi masuk keda dan pulang kerja akan

diberhentikan kontrak kerjanya pada perangkat daerah yang

bersangkutan.

Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan

Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai

dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan

tambahan penghasilan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari total

tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai

kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan

penghasilan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari total tambahan

penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB X
PEMBIAYAAIT

Paaal 22

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan disesuaikan

dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KBTENTUAIY LIUil-LAIN

Pasal 23

(U PNS yang ditunjuk sebagar Pelaksana T\rgas (Plt.) diberikan Tambahan

Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau

grade/kelas jabatan yang lebih tinggr dan tidak diperkenankan untuk

mendapat tunjangan ganda;



(2) Ketentuan waktu kerja PNS pada saat bulan puasa Ramadhan

disesuaikan dengan Surat Edaran/Surat Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bagr Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap

diberikan Tambahan Penghasilan pada bulan berkenaan sebesar looo/o.

BAB XII
KBITNTUAITPENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Perafuran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito

Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Pemberian Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Barito Timur (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2ALT tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2016

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Tahun 2Ol7

Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal t 5 April 2Ol9

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal I f April 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

%
ESKOP 

,

BERITA DAERAH KABUPATEN BAzuTO TIMUR TAHUN 2OLg NOMOR I



LIIMPIRAI{ I
PERATURAI{ BUPATIBARITO TIMUR
NOMOR t TAHTTN 2a1s
TENTANG TA}IBAI{AIT PENGHASILAI{
BAGI PEGAUIAI NTGERI SIPIL

GRATIE/KELAS JABATAIT DAN IIILIU JABATAIV

BUPATI BARITO TIMUR,

AIIIPERA A.Y. IUIEBAS

No
GRADE/KELAS

JABATAN
NII,AI JABATAN

1 15 3555

2 14 2944

3 13 25,49

4 12 2L99

5 11 1999

6 1(, L696

7 I LMI
8 8 L278

9 7 988

10 6 739

11 tt 5.26

t2 4 #o
13 3 340

t4 2

15 I 19()



LATIPIRIIN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 4' TAHUN 2O,:g
TTNTANG TAIUBATIAIT PENGHASILAN
BAGI PEIGAUIAI NEGERI SIPIL

KOP SURAT

SURAT PIRITYATAAN TAIT(XiUITG JAWAB ITIUTI,AK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Ketetapan dan Perhitungan T\rnjangan
Kinerja PNS untuk bulan... . bag Perangkat Daerah....

. telah dihitung dengan benar dan berdasarkan penilaian yang

objektif atas pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil pada

Perangkat Daerah

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan kelebihan atas pembayaran
Tambahan Penglrasilan PNS, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-bena.rnya'

Tamiang Layang, tanggal-bulan-tahun

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

NIP

AMPERA A.Y. IITBAS


